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Alhamdulillah, puji dan syukur tim penulis panjatkan kehadirat Allah
Ta’ala. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul,
“SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI INDONESIA” dapat kami selesaikan
dengan baik. Tim penulis berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi pembaca tentang bagaimana sistem hukum serta peradilannya
yang terdapat di Indonesia ini. Begitu pula atas limpahan kesehatan dan
kesempatan yang Allah SWT karunia kepada kami sehingga makalah ini dapat
kami susun melalui beberapa sumber yakni melalui kajian pustaka maupun
melalui media internet.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang sudah bersedia membantu serta bekerja sama dengan kami dalam pembuatan
tugas makalah ini. Harapan kami, informasi dan materi yang terdapat dalam
makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tiada yang sempurna di dunia,
melainkan Allah SWT. Tuhan Yang Maha Sempurna, karena itu kami memohon
kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan makalah kami selanjutnya.

Demikian makalah ini kami buat, apabila terdapat kesalahan dalam
penulisan, atau pun adanya ketidaksesuaian materi yang kami angkat pada
makalah ini, kami mohon maaf. Tim penulis menerima kritik dan saran
seluas-luasnya dari pembaca agar bisa membuat karya makalah yang lebih baik

pada kesempatan berikutnya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya suatu keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai
oleh sebuah bangsa termasuk bangsa Indonesia. Keadilan yang hendak
dicapai oleh bangsa Indonesia bukan keadilan yang diperuntukkan oleh
sekelompok orang saja atau penguasa, namun keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Keadilan yang menjadi dambaan seluruh umat manusia diharapkan
mampu memberi jaminan keadilan bagi seluruh warga negara. Jaminan
keadilan yang diberikan oleh pemerintah berupa dasar negara, undang-undang
dasar, dan peraturan perundang-undangan. Seperti jaminan keadilan yang
terkandung dalam Pancasila sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia. Berpedoman pada sila tersebut, bangsa Indonesia ingin
mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh
wilayah nusantara.

Keadilan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia bukan hanya pada
bidang tertentu saja, akan tetapi seluruh bidang yang meliputi bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui pembangunan di segala bidang.
Keadilan akan tampak apabila hasil pembangunan dapat dinikmati oleh
seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan
oleh pemerintah harus dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat
Indonesia dan mampu menjamin kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan

nasional bangsa Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan
dibahas di dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana sistem peradilan di Indonesia?
3. Bagaimana mencermati sistem peradilan di Indonesia?
4

Bagaimana cara menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum?



5. Bagaimana bentuk sikap yang bertentangan dengan hukum?
C. Tujuan
Adapun tujuan dalam penulisan makalah tentang Sistem Hukum dan
Peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bentuk sistem hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk sistem Peradilan di Indonesia.
3. Untuk dapat mencermati dan mengetahuinya sistem Peradilan di
Indonesia.
4. Untuk dapat mengetahui sikap yang sesuai dengan hukum.

5. Untuk dapat mengetahui sikap yang bertentangan dengan hukum.



BABII
PEMBAHASAN

Sistem Hukum di Indonesia

) Sistem Hukum

di Indonesia

1. Pengertian Hukum
Menurut Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas
dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di
dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam
kenyataan. Dengan demikian hukum itu merupakan aturan, tata tertib,
dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan
yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian
hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan
bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan
segi dan bentuk hukum.
2. Karakteristik Hukum
Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan;
perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum
berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum
memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang
untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap
orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas.
3. Penggolongan Hukum
Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat
aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup

atau cakupan hukum pun begitu luas.



4. Tujuan Hukum
Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang
sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan
suasana yang tertib, tenteram aman, dan damai.
5. Tata Hukum Indonesia
Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum
yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat
Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat
dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum
Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu,
tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan

pada tanggal 17 Agustus 1945.

B. Sistem Peradilan di Indonesia

SISTEM

1. Pengertian Lembaga Peradilan
Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan
pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep
peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili
perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun,
pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat
untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.
Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili

perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.



Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap

perkara peradilan yang masuk.
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Dasar Hukum Lembaga Peradilan

Peraturan  perundang-undangan  menjadi pedoman  bagi
lembaga-lembaga  peradilan dalam  melaksanakan tugas dan
wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi/campur tangan dari siapa
pun.
Klasifikasi Lembaga Peradilan

Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Perangkat Lembaga Peradilan

a. Peradilan Umum



Berdasarkan undang-undang, kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

1) Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi
wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota.

2) Pengadilan Tinggi
Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding.
Perangkat Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim
anggota, panitera, dan sekretaris.

Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada
Mahkamah Agung.

Peradilan Militer

Dalam peradilan militer dikenal adanya oditurat yaitu badan
di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara
di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari
Panglima TNI. Oditurat terdiri atas oditurat militer, oditurat militer
tinggi, oditurat jenderal, dan oditurat militer pertempuran.

Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha
negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan
pengadilan tinggi tata usaha negara.

Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim
konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh DPR,
presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan Keputusan
Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7

(tujuh) anggota hakim konstitusi. Masa jabatan hakim konstitusi



adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali
masa jabatan. Ketua dan Wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim
konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim konstitusi adalah

pejabat negara.

5. Tingkatan Lembaga Peradilan

a.

Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut.
Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan
presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum
yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota.

Pengadilan Tingkat Kedua

Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang
dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi
pada dasarnya meliputi satu provinsi.

Kasasi oleh Mahkamah Agung

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah
Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan
hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai

dengan undang-undang.

6. Peran Lembaga Peradilan

a.

Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum
dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan
Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses
pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan
perdata di tingkat pertama.
Lingkungan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama
dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam



di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,

shadaqah, dan ekonomi syariah.

c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan tata wusaha negara berperan dalam proses
penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara
adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata
usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
d. Lingkungan Peradilan Militer
Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses
peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi
pihak-pihak.
e. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara
yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat)
kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar 1945.

C. Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia

1.

Makna Lembaga Peradilan

Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada
bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang
mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering

disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap



rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai lembaga Sistem Peradilan Di Indonesia, tidak
dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud
adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan
kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan
penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di
Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang
berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Lembagalembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan
dan dibersihkan dari setiap intervensi/campur tangan, baik dari lembaga
legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya.

Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan
pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep
peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili
perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun,
pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat
untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. dari
uraian di atas dapat dirumuskan bahwa lembaga Sistem Peradilan Di
Indonesia atau nasional sama artinya dengan pengadilan negara yaitu
lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di
bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan
perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara
umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib

memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.



Dasar Hukum Lembaga Peradilan

Adapun  yang menjadi dasar hukum terbentuknya

lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut.

a.

Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab

IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3).

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

(2) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

HAM.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
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1.  Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung.

m. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

n. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

0. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum.

p. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama.

g. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.

r. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi.

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi
lembaga lembaga Sistem Peradilan Di Indonesia dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi/ campur tangan dari siapa
pun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga
tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerjanya belum optimal
supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat.
Klarifikasi Lembaga Peradilan

Pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga
peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri
klasifikasi atau macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia.
Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman
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dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
a. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung
1) Peradilan Umum, yang meliputi:
a) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau
kota dan
b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.
2) Peradilan Agama yang terdiri atas:
a) Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota
kabupaten atau kota.
b) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota
provinsi.
3) Peradilan Militer, terdiri atas:
a) Pengadilan Militer,
b) Pengadilan Militer Tinggi,
c) Pengadilan Militer Utama, dan
d) Pengadilan Militer Pertempuran.
4) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas:
a) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu
kota kabupaten atau kota, dan
b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan
di ibu kota provinsi.
b. Mahkamah Konstitusi
Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat
pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan
peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi
tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah
lembaga peradilan adalah sebagai berikut.
1) Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan
tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara.

Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang
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beragama Islam maka yang berwenang untuk menyelesaikannya
adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh
anggota TNI, disidangkan di pengadilan militer.
2) Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan
wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan.
Misalnya, pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi
satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan
perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya.
D. Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum
Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik
kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat
perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan
timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian untuk
mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat
diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku
di masyarakat:
1. Perilaku yang sesuai dengan hukum
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita
tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku.
Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan
sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama
guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk
menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan
menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.
Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku
merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam
perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat
kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara
langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya.
Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki
kesadaran:
a. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Mempertahankan tertib hukum yang ada, dan
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c. Menegakkan kepastian hukum.
Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum
yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti:
a. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya.
b. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.
c. Tidak menyinggung perasaan orang lain.
d. Menciptakan keselarasan.
e. Mencerminkan sikap sadar hukum, dan

f.  Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

E Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Beserta Sanksinya

1.

Macam-macam Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum
Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat
dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat
disebabkan oleh dua hal yaitu:
a. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai
kebiasaan bahkan kebutuhan; dan
b. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan
kehidupan.
Macam-macam Sanksi
Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya
sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi
dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari
segi tujuannya sama yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam

masyarakat.
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Sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut

mengandung pengertian sebagai berikut.

a.

Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material.
Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal
10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana
berbentuk hukuman yang mencakup:

1) Hukuman Pokok, yang terdiri atas:

a) Hukuman mati.

b) Hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup
dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun
dan sekurang-kurangnya 1 tahun).

2) Hukuman Tambahan, yang terdiri:

a) Pencabutan hak-hak tertentu.

b) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.

¢) Pengumuman keputusan hakim.

Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan
kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh:
pasal 338 KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas
nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana
penjara paling lama lima belas tahun".

Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui
lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat.
Misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan,
dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari
lingkungan masyarakat setempat.

Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu
mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, ada satu
jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis
dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan

merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh
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kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran
kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat

mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.
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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan
konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang
sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang
diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan
tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung
arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan
peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang
ada, dan menegakkan kepastian hukum.

Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum
yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya: disenangi oleh
masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan
orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan,
mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap

hukum.

B. Saran
Keadilan menjadi syarat terwujudnya masyarakat yang adil dan
makmur. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan menjadi hak
setiap warga negara. Keadilan ditegakkan berdasarkan norma hukum yang

berlaku. Norma hukum dilaksanakan secara transparan, jujur dan adil.
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